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BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1  Kajian Pustaka

2.1.1  Pajak

          Pajak berasal dari bahasa Jawa, yaitu “ajeg”, yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. Pa-ajeg berarti pungutan teratur terhadap hasil bumi sebesar 40 persen dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja dan pengurus desa. Besar kecilnya bagian yang diserahkan tersebut hanyalah berdasarkan adat kebiasaan semata yang berkembang pada saat itu menurut Soemarsaid Moertono dan M. Bakhrudin Effendi.
2.1.2 
Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut S.I. Djajadiningrat dalam bukunya Perpajakan Teori dan Kasus yang ditulis oleh Siti Resmi, menyatakan bahwa:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

                                                                                                                    (2007:01)
Pengertian Pajak menurut Rachmat Soemitro dalam bukunya Perpajakan Konsep, Teori dan Isu yang ditulis oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, menyatakan bahwa:

“ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”

                                                                                                                    (2006:22)

Dari kedua pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak dipungut berdasarkan undang-undang artinya dimana dalam pemungutan pajak serta aturan pelaksanaannya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang harus dibayar oleh wajib pajak serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik secara langsung Pajak merupakan prestasi tanpa kontraprestasi langsung untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun untuk pengeluaran pembangunan.
2.1.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan pengertian-pengertian dan ciri-ciri pajak yang telah dijelaskan diatas, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

    Fungsi Budgetair seperti yang ditulis oleh Waluyo dan Wirawan B. Ilyas     dalam bukunya Perpajakan Indonesia, menyatakan bahwa:

“Pajak mempunyai fungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.”

                                                                                                                      (2003:8)
Fungsi Budgetair seperti yang ditulis oleh Siti Resmi dalam bukunya Perpajakan Teori dan Kasus, menyatakan bahwa:

“Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain.”

                                                                                                                    (2007:03)

     Dari kedua pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa fungsi  budgetair yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan negara dengan mengukur sampai sejauh mana kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran negara.
2.     Fungsi Regulerend (Mengatur)

     Fungsi Regulerend seperti yang ditulis oleh Waluyo dan Wirawan B. Ilyas dalam bukunya Perpajakan Indonesia menyatakan bahwa:

“Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.”


          (2003:8)

Fungsi Regulerend seperti yang ditulis oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya Perpajakan Konsep, Teori dan Isu menyatakan bahwa:

“Fungsi regulerend disebut juga fungsi mengatur yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, selain itu pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.”

                                                                                                        (2006:28)

Dari kedua pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa fungsi regulerend yaitu sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mengatur kebijakan di bidang sosial dan ekonomi serta untuk mengubah susunan pendapatan dalam sektor swasta.

2.1.4    Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tidak semata-mata untuk keperluan pemerintah di satu pihak, tetapi demi kepentingan rakyat banyak karena pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah tanpa adanya kontra prestasi langsung kepada masyarakat secara individual dan tidak memandang jumlah yang diberikan masyarakat kepada pemerintah. Pemungutan            pajak yang dilakukan pemerintah, dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan syarat-syarat yang khusus untuk melakukannya agar seimbang antara masyarakat dan pemerintah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Adapun syarat-syarat pemungutan pajak seperti yang ditulis oleh Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan , menyatakan bahwa:

“Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

         Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak;

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

         Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya;

3. Tidak menggangu perekonomian (Syarat Ekonomis)

         Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat;

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)

         Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya;

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

              Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.”

                                                                                                                  (2006 : 02)

Hal senada mengenai syarat pemungut pajak seperti yang ditulis oleh Mansury dan dikutip oleh Waluyo & Wirawan B. Ilyas dalam bukunya Perpajakan Indonesia, menyatakan bahwa:
1. Syarat Keadilan Horizontal
a. Definisi Penghasilan

Memuat semua tambahan kemampuan ekonomis termasuk ke

dalam pengertian definisi penghasilan;

b. Globality
Seluruh tambahan kemampuan ekonomis merupakan ukuran dari keseluruhan kemampuan membayar;

c. Net Income
Ability to play yaitu jumlah neto setelah dikurangi semua biaya yang tergolong dalam biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan;

d. Personal Exemptin
Pengurangan yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);

e. Equal Treatment for The Equals
Pengenaan pajak dengan perlakuan yang sama diartikan bahwa seluruh penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang sama tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan;

2. Syarat Keadilan Vertikal

a. Unequal Treatment for The unequals

      Besarnya tariff dibedakan oleh jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh tambahan kemampuan ekonomis (bukan perbedaan jenis atau sumber penghasilan);
b. Progression

      Wajib pajak yang penghasilannya besar, harus membayar pajak yang besar dengan persentase tariff yang besar.”

                                                                                                       (2003:14)

     Dari kedua pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam pemungutan pajak haruslah memenuhi syarat yang telah ditetapkan agar dapat tercapai suatu hal yang berkesinambungan antara wajib pajak dan pemungut pajak serta untuk menghindari hambatan dan perlawanan dari wajib pajak, karena wajib pajak merasa dirugikan oleh fiskus. 
2.1.5 Pemeriksaan Pajak
           Untuk melaksanakan upaya penegakan hukum salah satunya dengan tindakan pemeriksaan pajak, maka mutlak diperlukan tenaga pemeriksa pajak dalam kuantitas dan kualitas yangmemadai. Sedangkan untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksaan selain diperlukan kuantitas dan kualitas yang memadai diperluakn juga prosedur pemeriksaan, Ruang lingkup,Norma, Pelaksanaan dan produk dari pemeriksaan.
     Menurut Siti Resmi dalam buku perpajakan, teori dan kasus dinyatakan bahwa pemeriksaan adalah :

“ Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas atau wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan”.

                                                                                                                    (2007:52)

     Berdasarkan ketentuan Dalam Pasal 1 angka 24 KUP yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu, Pemeriksaan adalah :

“Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakn untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan”.
                                                                                                                 (2007 : 7 )
     Dari kedua pengertian tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh para petugas perpajakan (sipil) guna mencari, mengumpulkan data atau semua keterangan tentang adanya pengusaha kena pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Komponen-komponen dalam Pemeriksaan  Pajak adalah sebagai berikut :
2.1.5.1 Tujuan Pemeriksaan Pajak
            Dalam setiap pelaksanaan pemeriksaan pajak, maka setiap pelaksanaanya mempunyai tujuan yang sudah ditetapkan.

         Tujuan Pemeriksaan menurut keputusan menteri keuangan nomor :545/kmk.04/ 2000 tanggal 22 desember yang dikutip oleh Tony Marsahrul dalam bukunya Pemeriksaan Pajak di Indonesia:
a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka      memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak yang dilakukan dalam hal :

1. Surat Pemberitahuan menunjukan kelebihan pembayaran pajak termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan bayar.

2. Surat pemberitahuan tahun pajak penghasilan menunjukan rugi

3. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan

4. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak

5. Adanya Indikasi Kewajiaban perpajakan selain kewajiban tersebut pada point 3 (tiga) tidak dipenuhi.

b.Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-   undangan perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal :

1. Pemberian Nomor pokok wajib pajak (NPWP) secara jabatan

2. Penghapusan Nomor pokok wajib pajak

3. Pengukuhan atau pencabutan Pengusaha Kena pajak

4. Wajib Pajak Pengajuan keberatan

5. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghasilan neto

6. Pencocokan data dan atau keterangan

7. Penentuan Wajib Pajak berlokasi didaerah terpencil

8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang pajak pertambahan nilai

9. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujan lain selain pada point 1 (satu) sampai point 8 (delapan).
                                                                                                              (2005:66)
Fakor-faktor yang mempengaruhi pemeriksaan Pajak

1) Teknologi informasi (information tecnology)
      Kemajuan teknologi informasi telah luas dimanfaatkan oleh wajib pajak.     Seiring dengan perkembangan tersebut maka pemeriksa harus juga memanfaatkan prangkat teknologi informasi dengan sebutan Computer Assisted Audit Technique (CAAT).

2) Jumlah Sumber Daya Manusia (the number of human resources)
            Jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja  pemeriksaan, jika jumlah tidakmemadai karena pengadaan sumber daya manusia melalui kualifikasi dan prosedur recruitment terbatas, maka untuk mengatasi jumlah pemeriksaan yang terbatas adalah dengan meningkatkan kualitaspemeriksa dan melengkapi dengan teknologi informasi di dalam pelaksanaan pemeriksaan.
3) Kualitas Sumber Daya (the quqlity of human resources)

Kualitas pemeriksaan sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Dan, kualitas pemeriksa akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan.

4) Sarana dan prasarana pemeriksaan (audit facilities)

         Sarana dan prasarana pemeriksaan seperti komputer Sangay diperlukan.  Audit command launguage (ACL), contohnya, sangat membantu pemeriksa didalam mengolah data untuk tujuan analisis dan perhitungan pajak.

2.1.5.2 Ruang Lingkup Pemeriksaan
            Salah satu unsur dari pemeriksaan adalah ruanglingkup pemeriksaan, yaitu suatu tempat dimana akan dilakukannya pemeriksaan apakah dikantor ataupun dilapangan tempat dimana wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak.

     Menurut Hardi dalam bukunya yang berjudul Pemeriksaan Pajak bahwa berdasarkan Ruang Lingkupnya, Jenis-jenis Pemeriksaan sebagaimana disebut diatas dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:
1. Pemeriksaan  Lapangan

2. Pemeriksaan  Kantor

                                                                                                            (2003 : 18)
Uraian dari penjelasan diatas sebagai berikut :

1. Pemeriksaan  Lapangan
         Adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak ditempat wajib pajak, yang dapat mencakup kantor wajib pajak, pabrik, tempat usaha, tempat tinggal, dan tempat lain  yang ada kaitannya dengan kegiatan usaha, juga pekerjaan bebas wajib pajak, serta tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal pajak.

      Pemeriksaan lapangan dapat meliputi suatu jenis pajak, seluruh jenis pajak untuk tahun berjalandan atau tahun-tahun sebelumnya yang dapat dibedakan sebagai berikut :

a) Pemeriksaan Lengkap adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak, termasuk kerja sama operasi (KSO) dan konsorsium, atas seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya, dilaksanakan dengan penerapan teknik-teknik yang lazim digunakan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan. Pemeriksaannya dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulandan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan.

b) Pemeriksaan Sederhana lapangan (PSL) adalah pemeriksaan lapangan yang dilakukanterhadap wajib pajak untuk satu, beberapa atau seluruh jenis pajaksecara terorganisasi antar seksi oleh kepala kantor unit pelaksana pemeriksaaan pajak, dalam tahun berjalandan atau tahun-tahun sebelumnya, dilaksanakan dengan penerapan teknik-teknik yang dipandang perlu menurut keadaan dalam rangka mencapai tuuan pemeriksaan. Pelaksanaannya dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulandan dapat diperpanjangmenjadi paling lama 2 (dua) bulan.

2. Pemeriksaan Kantor
     Adalah  pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dilakukan kantor unit pelaksana pemeriksaan pajak, dapat meliputi suatu jenis pajak tertentu, baik untuk tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan kantor hanya dapat dilakukan dengan pemeriksaan  sederhana kantor (PSK), jangka waktu penyelesaiannya selama 4 (empat) minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) minggu, dengan ketentuan berikut :

a) Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan untuk masing-masing jenis pemeriksaan tersebut diatas, tidak dapat diubah meskipun terjadi pergantian pemeriksaan pajak.

b) Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan sebagaimana dimagsudkan di atas dapat diberikan berdasarkan permintaan kepala kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau atas permintaan direktur pemeriksaan, penyidikan, dan penegihan pajak.

c) Apabila terdapat transaksi transfer pricing, jangka waktu penyelesaian pemeriksaan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) tahun.
2.1.5.3 Norma Pemeriksaan
      Didalam Melaksanakan tugas pemeriksaan, pemeriksaan pajak wajib mengikuti tata cara pemeriksaan pajak yang sudah ditetapkan, baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan maupun norma-norma tertentu mengenai pemeriksaan pajak. Tujuannya adalah agar hak dan kewajiban, baik pemeriksa pajak maupun wajib pajak tetap dihormati, karena masing-masing telah diatur dengan jelas, sedangkan tujuan yang lain dari pengaturan tata cara pemeriksaan pajak ini untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pemeriksaan, sekaligus sebagai alat pengawasan bagi atasan pemeriksaan pajak.

     Berikut ini akan diuaraikan rincian mengenai hak dan kewajiban, baik bagi pemeriksa maupun bagi wajib pajak, sebagai norma dan pedoman pemeriksaan pajak yang dikutip oleh Tony Marsahrul dalam bukunya Pemeriksaan Pajak di Indonesia:
1. Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksa pajak dalam Pelaksanaan pemeriksaan Pajak:

a.  Pada waktu melakukan pemeriksaan, pemeriksaan pajak harus   memiliki tanda pengenal pemeriksaan pajak dan dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan pajak.

b.  Pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak tentang akan dilakukannya pemeriksaan.

c.  Pemeriksa wajib pajak memperlihatkan kepada wajib pajak, tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan pajak.

d. Pemeriksa pajak wajib menjelaskan kepada wajib menjelaskan kepada wajib pajak yang akan diperiksa tentang magsud dan tujuan pemeriksaan.

e.  Hasil pemeriksaan diatuangkan kedalam kertas kerja pemeriksaan.
f. Pemeriksa pajak wajib membuat laporan pemeriksaan pajak (LPP) .
g. Pemeriksa pajak wajib memberikan petunjuk kepada wajib pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan, pencatatan dan petunjuk lainnyamengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan, dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajkan dalam tahun-tahun selanjutnya agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

h.  Pemeriksa pajak wajib pengembalikan buku-buku, catatan-catatan   dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lam 14 (empat belas) hari sejak selesainya pemeriksaan.

i. Pemeriksa pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahuakan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan.
                                                                                                   (2005 : 71)
2.1.5.4  Pelaksanaan Pemeriksaan
             Pelaksanaan Pemeriksaaan berpedoman pada norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak, pemeriksaan, dan wajib pajak. Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang tergabung dalam tim pemeriksa pajak yang susunannya terdiri dari suvervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota 
        Pemeriksaan dilakukan pada hari dan jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jika dipandang perlu, dapat dilanjutkan diluar jam kerja atau hari kerja. Namun apabila saat dilakukan pemeriksaan pajak wajib pajak tidak ada ditempat, maka pemeriksaan tetap dapat dilakukan sepanjang ada pihak lain yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk berlaku selaku yang mewakili wajib pajak. Menurut Tony Marsahrul dalam bukunya Pemeriksaan Pajak di Indonesia:
1. Dalam melakukan pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan pajak berwenang :

a. Memeriksa dan atau meminjam buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran atau media komputer, serta perangkat elektronik pengolah data lainnya.

b. Meminta keterangna lisan dan atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa.

c. Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat penyimpanan dokumen, uang, dan barang yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha wajib pajak dan atau tempat-tempat lain yang dianggap penting, serta melakukan pemeriksaan  ditempat-tempat tersebut, melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang dimagsud diatas, apabila wajib pajak, wakil atau kuasanya tidak berada ditempat pada saat pemeriksaan dilakukan.

d. Meminta keterangan dan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.
2. Laporan Pemeriksaan Pajak

a. Laporan pemeriksaan pajak digunakan sebagai dasar penerbitan surat tagihan pajak atau unyukntujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b.  Perhitungan besarnya pajak yang terutang menurut laporan pemeriksaan pajak digunakan sebagai dasar penerbitan ketetapan pajak dan surat tagihan pajak berbeda dengan surat pemberitahuan, diberitahukan kepada wajib pajak.
                                                                                                    (2005 : 9)
2.1.6 Tingkat kepatuhan Pengusaha kena pajak

            Tingkat Kepatuhan Dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakn suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, Pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis yang telah dijelaskan diatas disamping itu tergantung pada kemauan wajib pajak juga, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
      Pengertian Tingkat kepatuhan Pengusaha kena pajak yang ditulis oleh Norman D. Norwak dan dikutip oleh Sony Devano yang dikutip oleh Siti Kurnia dalam bukunya Perpajakan Konsep, Teori dan Isu, menyatakan bahwa:

“ Tingkat Kepatuhan Pengusaha kena pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;

c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;

d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.”

                                                                                                                  (2006:110)
     Pengertian Tingkat kepatuhan Pengusaha kena pajak  yang ditulis oleh  Waluyo  dalam bukunya Perpajakan Indonesia,  menyatakan bahwa:

“Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang perpajakan pertambahan nilai, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasnya ditetapkan oleh menteri keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak”.

                                                                                                                  (2000:312)

     Dari kedua pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa kepatuhan Pengusaha kena pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi semua peraturan perundang-undangan perpajakan, baik kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang maupun kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan.
2.1.6.1 Jenis- jenis Kepatuhan

Jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya Perpajakan Konsep, Teori dan Isu menyatakan bahwa:

“Kepatuhan wajib pajak terdiri dari dua yaitu:

1. kepatuhan formal adalah suatu keadaaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan.

2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang Perpajakan, kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.”

                                                                                                      (2006:110)

     Maka wajib pajak yang telah mematuhi ketentuan formal, namun isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara subtantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan Undang-undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang mematuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.
Komponen-komponen dalam Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai berikut :
a) Kewajiban Perpajakan Material menurut R. Santoso Brotodiharjo adalah “Yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak,berapa besarnya pajak, dengan perkataan segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak dan pula hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.”.
                                                                                                                  (2006:100)

     Dalam hal ini kewajiban perpajakan material ini mengarah kepada perhitungan pajak pertambahan nilainya (PPN). Pajak pertambahan nilai yang lebih menunjukan sebagai identitas dari suatu sistem pemungutan pajak atas konsumsi dari pada suatu jenis pajak. 
b)   Kewajiban Perpajakan Formal menurut  R santoso Brotodihardjo adalah: “Hukum pajak yang memuat ketentuan-ketentuan bagaimana mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan, peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk menjelamakan hukum material tersebut menjadi kenyataan".
                                                                                                                 (2006:105)
     Maksud hukum formal adalah untuk melindungi baik fiskus maupun wajib pajak, jadi untuk memberi jaminan bahwa hukum materialnya akan dapat diselenggarakan setepat-tepatnya. Luasnya hukum formal mengenai pajak yang satu tidaklah selalu sama dengan pajak lainnya. 
2.1.6.2 Kriteria Pengusaha Pajak Patuh

Kriteria pengusaha pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam bukunya Perpajakan Konsep, Teori dan Isu yang ditulis oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, menyatakan bahwa:

“Kriteria wajib pajak patuh adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak atau untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

5. Wajib pajak yang laporan keuangan untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba fiskal.”

                                                                                                                (2006 : 111)                                                                                                                                                               
Maka, pada prinsipnya kriteria wajib pajak patuh adalah patuh dalam meyampaikan SPT untuk semua jenis pajak, tidak mempunyai tunggangan pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.
2.1.7 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

     Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 27 Undang-undang PPN tahun 2000, pemungut pajak pertambahan nilai adalah bendaharawan pemerintah, badan, instansi pemerintah yang ditunjuk oleh menteri keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutan oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan barang kena pajak kepada bendaharawan pemerintah, badan atau instansi pemerintah tersebut.
          Menurut Waluyo Adapun Pengertian dari Pajak Pertambahan Nilai (baik barang ataupun jasa) adalah  :

“Pajak dikenakan atas konsumsi didalam negeri (didalam pabean) baik konsumsi barang maupun Konsumsi jasa”.
                                                                                                                      (2001:5)
     Menurut Undang no 18 tahun 2000, yang dikutip oleh Ely Suhayati dan Siti Kurnia dalam bukunya  perpajakan Lanjutan menyatakan bahwa:

“Pajak Pertambahan nilai atau (PPN) merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (value added) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan,menghasilkan,menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen”.
                                                                                                                            (2000:58)

     Dari kedua penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menunjukan sebagai identitas dari suatu sistem pemungutan pajak atas barang dan jasa  dari pada nama atau suatu jenis pajak.
2.1.7.1  Objek PPN dan Subjek PPN

          Menurut Waluyo dalam bukunya perpajakan indonesia Adapun penggolongan  atas objek dan subjek PPN:
a.  Objek pertambahan nilai dikenakan atas:

1. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha melipti pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. 
2. Impor Kena Pajak

   Pajak juga dipungut pada saat import barang. Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berbeda dengan penyerahan barang kena pajak tersebut pada butir 1 diatas, maka siapa pun yang memasukan barang kena pajak ke dalam daerah pabean tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya atau tidak, tetap dikenakan pajak. 

3. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan                                      usaha atau pekerjaanya oleh orang pribadi atau badan.
b. Subjek PPN
     Subjek Pajak PPn adalah Pengusaha (pasal 1 angka 14 UU PPN) yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaanya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, pemanfaatan barang tidak berwujud dari luar pabean, melakukan usaha jasa, atau pemnfaatanjasa dari luar daerah pabean.
                                                                                                        (2005 : 8)
2.1.7.2 Tarif PPN

          Menurut Waluyo dalam bukunya perpajakan indonesia tarif Pajak Pertambahan Nilai :
1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 % (sepuluh persen),tarif pajak pertambahan nilai yang berlaku atas penyerahan barang Kena Pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaanya da tidak memerlukan daftar penggolongan barang dan atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada pajak atas barang mewah.

2) Tarif pajak pertambahan nilai atas ekspor barang kena pajak sebesar 0% (nol persen). Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak di dalam daerah pabean, dikenakan pajak pertambahan nilai dengan tarif 0 % (nol persen). Pengenaan tarif 0 % (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan.
     Cara menghitung pajak pertambahan nilai yang terutang adalah dengan    mengalikan Tarif Pajak pertambahan Nili (10% atau 0% untuk ekpor barang kena pajak) dengan dasar pengenaan pajak.
                                                                                                                (2005 : 13)

                                  Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai

                  Sumber : Waluyo, Perpajakan Indonesia. 2005
2.2 Kerangka Pemikiran

     Berdasarkan Nota Keuangan APBN tahun 2004 Departemen keuangan Republik Indonesia sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian bahwa bahawa penerimaan pajak yang bersumber dari pajak pertambahan nilai memiliki kontribusi yang cukup besar dalam APBN.

Oleh karena itu, atas barang yang tidak dikonsumsi didalam daerah pabean (diekspor) dengan tarif pajak 0 %, sebaliknya atas import barang dikenakan pajak yang sama dengan produksi barang dalam negeri sesuai dengan pertimbangan keadaan ekonomi, sosial, dan budaya. Tidak semua barang dan jasa dikenakan pajak.

     Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga, modal, sewa tanah, upah kerja, dan laba perusahaan merupakan unsur pertambahan nilai.
     Sistem pemungutan pajak yang berlaku di indonesia adalah self Assesment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini wajib pajak yang cenderung berperan aktif  sedangkan fiskus tidak turut campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang wajib pajak, kecuali wajib pajak melanggara ketentuan yang berlaku maka akan dikenakan sanski perpajakan berupa sanksi administrasi maupun pidana, setelah melalalui pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pajak yang berwenang. Sistem pemungutan pajak self Assesment System menuntut kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, oleh sebab ini maka rentan sekali terjadinya penyelewengan,penggelapan pajak oleh wajib pajak.

     Untuk mengantisipasi penyelewengan, penggelapan, maka perlu dilaksanakan suatu pemeriksaan. Sekalipun ada kemungkinan objek yang diperiksa adalah sama misalnya laporan keuangan perusahan. Akan tetapi oleh karena landasan hukum dan tujuan dari pemeriksaan yang dilakukan adalah tidak sama maka pengertian dan tata cara pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik dan pemeriksa pajak adalah tidak sama.

     Berdasarakan kutipan dari Rahmat Sumitro Mengenai Definisi pajak dalam buku hukum pajak, bahwa pajak adalah :

“Iuran Rakyat kepada kas  Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
                                                                                                                (2005 : 56)
     Dari pengertian pajak tersebut dapat disimpulkan Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang Sifatnya dapat dipaksakan, tidak adanya kontra prestasi(imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh sipembayar pajak Pungutan pajak dilakukan oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (Rutin dan Pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

           Untuk melaksanakan upaya penegakan hukum salah satunya dengan tindakan pemeriksaan pajak, maka mutlak diperlukan tenaga pemeriksa pajak dalam kuantitas dan kualitas yangmemadai. Sedangkan untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksaan selain diperlukan kuantitas dan kualitas yang memadai diperluakn juga prosedur pemeriksaan, Ruang lingkup,Norma, Pelaksanaan dan dari pemeriksaan.
     Berdasarkan ketentuan Dalam Pasal 1 angka 24 KUP yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu, Pemeriksaan adalah :

“Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakn untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan”.
     Menurut Siti Resmi dalam buku perpajakan, teori dan kasus dinyatakan bahwa pemeriksaan adalah :

“ Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas atau wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan”.   
                                                                                                                    (2007:52)                                    
     Dari kedua pengertian tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh para petugas perpajakan (sipil) guna mencari, mengumpulkan data atau semua keterangan tentang adanya pengusaha kena pajak 
      Tingkat Kepatuhan Dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakn suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, Pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis yang telah dijelaskan diatas disamping itu tergantung pada kemauan wajib pajak juga, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
     Pengertian Tingkat kepatuhan Pengusaha kena pajak pertambahan nilai yang ditulis oleh Norman D. Norwak dan dikutip oleh Sony Devano yang dikutip oleh Siti Kurnia dalam bukunya Perpajakan Konsep, Teori dan Isu, menyatakan bahwa:

“ Tingkat Kepatuhan Pengusaha kena pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;

c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;

d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.”

                                                                                                                 (2006:110)
     Pengertian  Tingkat kepatuhan Pengusaha kena pajak yang ditulis oleh  Waluyo  dalam bukunya Perpajakan Indonesia,  menyatakan bahwa:

“Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak dan memenuhi segala kewajiban perpajakannya sebagai tingkat kepatuhannya yang berdasarkan undang-undang perpajakan pertambahan nilai, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasnya ditetapkan oleh menteri keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak”.

       (2005:49)

      Dari kedua pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa kepatuhan Pengusaha kena pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi semua peraturan perundang-undangan perpajakan, baik kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang maupun kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan.
     Dalam Pemenuhan kewajiban Perpajakan  Kepatuahan Pengusaha Kena Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajaknnya dapat digolongkan menjadi 2 bagian :

      Kewajiban Perpajakan Material menurut R. Santoso Brotodiharjo adalah :

“Yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak,berapa besarnya pajak, dengan perkataan segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak dan pula hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Juga termasuk di dalamnya peratutan-peraturanyang memuat kenaikan, denda-denda dan hukuman-hukuman serta cara-cara tenang pembebasan-pembebasan dan pengembalian pajak, juga ketentuan-ketentuan yang memberi hak tagihan utama pada fiskus dan sebagainya diliputinya”.
                                                                                                            (  2006:100)

      Hukum formal adalah untuk melindungi baik fiskus maupun wajib pajak, jadi untuk memberi jaminan bahwa hukum materialnya akan dapat diselenggarakan setepat-tepatnya. Luasnya hukum formal mengenai pajak yang satu tidaklah selalu sama dengan pajak lainnya. 
     Kewajiban Perpajakan Formal menurut  R santoso Brotodihardjo adalah: “Hukum pajak yang memuat ketentuan-ketentuan bagaimana mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan, peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk menjelamakan hukum material tersebut menjadi kenyataan".
                                                                                                                 (2006:105)

      Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kewajiban hukum formal dan material adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha kena pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
    Pemungut pajak pertambahan nilai adalah bendaharawan pemerintah, badan, instansi pemerintah yang ditunjuk oleh menteri keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutan oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan barang kena pajak kepada bendaharawan pemerintah, badan atau instansi pemerintah tersebut.
     Menurut Waluyo Adapun Pengertian dari Pajak Pertambahan Nilai (baik barang ataupun jasa) adalah  :

“Pajak dikenakan atas konsumsi didalam negeri (didalam pabean) baik konsumsi barang maupun Konsumsi jasa”.
                                                                                                                     (2001:5)
     Menurut Undang no 18 tahun 2000, yang dikutip oleh Ely Suhayati dan Siti Kurnia dalam bukunya  perpajakan Lanjutan menyatakan bahwa:

“Pajak Pertambahan nilai atau (PPN) merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (value added) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan,menghasilkan,menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen”.
                                                                                                                    (2000:58)
     Dari kedua penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menunjukan sebagai identitas dari suatu sistem pemungutan pajak atas barang dan jasa  dari pada nama atau suatu jenis pajak.
      Adapun pernyataan dalam jurnal Ruston Tambuan pada  www.google.com yang menyatakan kewajiban Pengusaha Kena Pajak Pertambahan Nilai  dalam memenuhi kewajiban materialnya adalah:

“Dalam Praktik dunia usaha seringkali terjadi bahwa pihak pengusaha kena pajak (PKP) dalam penjualan barang atau penyerahan jasa harus menyetor pajak keluaran (PPn) atau setiap yang diterbitkannya ke kas negara meskipun belum menerima pembayaran dari pihak atau penerima jasa”.
                                                                                                                    (2007 : 1)
     Tingkat kepatuhan pangusaha kena pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga bagi wajib pajak, sehingga bagi pengusaha yang tingkat kepatuhannya teergolong masih rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baiktingkat kepatuhannya.
     Sementara teori pendukung Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap  Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PPN)  menurut Hananta Bwoga pada bukunya Pemeriksaan Pajak Di Indonesia, menyatakan bahwa:
“Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, akan dapat diukur tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak dalam memenuhi kewajiban Perpajakan atas pembayaran pajak pertambahan nilai yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat.

                                                                                                                    (2005:26)

                                 Gambar 2.2 Skema Kerangka Pemikiran
2.3   Hipotesis 

Berdasarkan keterangan diatas, maka peneliti dapat menyusun Hipotesis sebagai berikut :

“ Pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak (PPN)”.

PPN yang terutang = Tarif PPN x Dasar pengenaan Pajak
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